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Sekilas tentang Kerangka 
Pengaman (Safeguard)
Apakah Standar Sukarela Mendukung 
Kesetaraan Gender dan Inklusi Perempuan 
dalam REDD+?

Ringkasan
	• Kaum perempuan dari Masyarakat Adat (IP) dan masyarakat lokal (LC) yang bergantung pada hutan 

memainkan peran kunci dalam pengelolaan hutan, namun sering termarjinalkan dalam pengambilan 
keputusan terkait dengan aksi yang dilakukan di wilayah hutan mereka.

	• Secara umum, desain dan implementasi aksi REDD+ bisa saja mengulang kesalahan konservasi dan aksi 
pembangunan sebelumnya yang gagal mengembangkan responsivitas terhadap hak perempuan dan 
kesetaraan gender; standar safeguard dapat menjadi jalan untuk mengubah praktik ini.

	• Analisis kami menunjukkan, meskipun perubahan persyaratan buta gender dalam safeguard layak diapresiasi, 
namun masih banyak hal yang perlu dilakukan.

	• Sebagian besar standar mencakup sejumlah kriteria terkait gender mengenai hak atas lahan dan sumber 
daya, namun hanya satu yang secara spesifik menjamin hak perempuan IP dan LC atas tanah dan 
sumber daya. 

	• Standar yang ada memiliki cakupan persyaratan kesetaraan gender mengenai mekanisme pembagian 
manfaat REDD+; yang dimulai dari strategi untuk memastikan perempuan mendapat akses setara terhadap 
manfaat, hingga jaminan partisipasi perempuan dalam penyusunan mekanisme tersebut. 

	• Kendatipun begitu, hanya dua standar yang mensyaratkan bahwa mekanisme pengaduan harus responsif 
gender atau dapat diakses perempuan; ini merupakan aspek yang harus lebih diperhatikan untuk 
menjembatani kesenjangan antara potensi dan dampak nyata dari standar ini.
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Sekilas tentang Kerangka Pengaman (Safeguard): Apakah Standar Sukarela 
Mendukung Kesetaraan Gender dan Inklusi Perempuan dalam REDD+? 

Serial standar pengaman (safeguard) sosial #5

Tabel 1. Sekilas tentang kerangka pengaman (safeguard): Dukungan untuk kesetaraan gender dan inklusi perempuan  
dalam standar sukarela dan pedoman multilateral REDD+ 

Institusi keuangan multilateral Standar sukarela independen
Bank Pembangunan 
Afrika (AfDB)1

Bank Pembangunan 
Asia (ADB)1

Dana Iklim Hijau 
(GCF)	

Bank 
Pembangunan 
Inter-Amerika 
(IDB)1

Dana Karbon Fasilitasi 
Kemitraan Karbon 
Hutan (FCPF)

Standar Istimewa 
Lingkungan REDD+ 
(TREES)2	

Standar Iklim, 
Komunitas dan 
Keanekaragaman 
Hayati (CCB)

Standar Hak Atas 
Tanah

Standar Plan Vivo	 Standar 
Karbon 
Terverifikasi 
(VCS) 

Yurisdiksi VCS dan 
Lokasi REDD+ 

(a) Pengenalan akan 
ketidaksetaraan 
gender/eksklusi 
perempuan

Ya. Gender merupakan 
faktor kerentanan dalam 
proses berbeda (misalnya 
partisipasi, kompensasi)

Ya. Kewajiban terhadap 
perempuan dan 
inklusivitas gender

Ya. Harus mematuhi 
kebijakan gender GCF

Ya Ya Tidak. Konsistensi 
dengan keputusan 
UNFCCC namun tanpa 
pedoman implementasi 
atau indikator untuk 
memantau kemajuan

Ya Ya. Mendukung kesetaraan 
peran dan hak perempuan 
IP dan LC

Ya Ya Parsial. Hanya terkait 
dengan mekanisme 
pembagian manfaat

(b) Asesmen/
baseline

Ya. Mensyaratkan 
asesmen isu gender untuk 
setiap proyek

Ya. Mensyaratkan 
asesmen dampak sosial 
dan lingkungan yang 
sensitif-gender

Ya. Mensyaratkan asesmen 
dan rencana aksi gender di 
tingkat proyek

Ya. Mensyaratkan 
analisis gender

Ya. Asesmen inklusif 
gender atas penggunaan 
lahan dan sumber daya 
alam

Tidak Tidak. Asesmen harus 
mencakup kelompok 
pemangku kepentingan 
tetapi tidak secara 
spesifik menyebut 
perempuan

Ya. Harus menghormati 
dan melindungi seluruh 
hak IP dan LC, khususnya 
perempuan

Ya. Data gender 
diperlukan untuk data 
dasar sosio-ekonomi

Tidak Tidak

(c) Konsultasi/
komunikasi

Ya. Partisipasi perempuan 
dan laki-laki dengan cara 
yang sensitif terhadap 
kendala dan hambatan 
berbasis gender

Ya. Harus inklusif dan 
responsif gender

Ya. Peluang setara bagi 
perempuan dan laki-laki 
untuk berpartisipasi 
dalam konsultasi dan 
pengambilan keputusan 
sesuai jadwal proyek

Ya. Memastikan 
inklusi laki-laki dan 
perempuan dalam 
proses konsultasi

Ya. Konsultasi dan 
komunikasi inklusif 
gender dengan kesadaran 
akan hambatan dalam 
berpartisipasi atau 
mendapatkan manfaat 
dari proyek

Tidak Ya. Konsultasi sensitif 
gender melalui 
perwakilan yang 
ditunjuk oleh kelompok 
itu sendiri

Ya. Padiatapa, 
perencanaan, 
implementasi dan 
pemantauan harus 
dilakukan melalui kerja 
sama dengan laki-laki dan 
perempuan IP dan LC

Ya. Memastikan inklusi 
laki-laki dan perempuan 
dalam proses partisipatif 
terkait

Ya. Komunikasi 
dan konsultasi 
yang sensitif 
gender

Parsial. Hanya terkait 
dengan mekanisme 
pembagian manfaat

(d) Pembagian 
manfaat

Ya. Mengakui kerentanan 
berbasis gender yang 
harus diatasi untuk 
menghindari dampak 
buruk terhadap manfaat 
dan peluang yang ada

Ya. Pembagian manfaat 
bagi IP harus responsif 
gender

Ya. Distribusi manfaat 
harus mempertimbangkan 
kesetaraan gender sesuai 
dengan IP dan kebijakan 
gender GCF

Ya. Menyediakan dan 
mendistribusikan 
manfaat dan/
atau sumber 
daya dengan cara 
mempersempit 
kesenjangan gender 
yang ada

Ya. Rencana pembagian 
keuntungan inklusif 
gender

Tidak Parsial. Harus 
mengembangkan 
dampak positif bersih 
terhadap kesejahteraan 
kelompok masyarakat 
yang termarjinalkan 
dan/atau rentan

Ya. Disepakati bersama 
dan berkesetaraan, 
termasuk partisipasi 
perempuan

Parsial. Mekanisme 
harus berkesetaraan 
dan disepakati melalui 
konsultasi, namun tidak 
menyebutkan gender 
atau perempuan secara 
spesifik

Tidak Ya. Mekanisme 
pembagian manfaat 
yang mengikat secara 
hukum dikembangkan 
melalui proses partisipatif; 
menekankan pada IP dan 
LC dan perempuan

(e) Hak atas lahan 
dan sumber 
daya

Parsial. Membutuhkan 
informasi terpilah gender 
untuk berbagai isu terkait 
sumber daya, namun 
tidak secara spesifik terkait 
dengan hak

Ya. Konsultasi inklusif 
gender dan analisis 
gender terkait 
permukiman

Ya. Asesmen lahan dan 
sumber daya alam harus 
inklusif gender dan 
mempertimbangkan 
peran perempuan dalam 
pengelolaan sumber daya

Ya. Asesmen 
inklusif gender 
terhadap 
penggunaan lahan 
dan sumber daya 
alam serta peran 
pengelolaannya

Ya. Asesmen lahan dan 
sumber daya alam harus 
inklusif gender

Tidak Ya. Konsultasi sensitif 
gender untuk 
kegiatan yang dapat 
memengaruhi hak milik

Ya. Pengakuan dan 
perlindungan hak IP dan 
LC, termasuk perempuan; 
menggalakkan persamaan 
hak atas tanah dan sumber 
daya bagi perempuan dan 
laki-laki

Tidak Ya. Konsultasi 
sensitif gender 
ketika hak milik 
terdampak

Tidak

(f)  Mekanisme 
pengaduan

Tidak Ya. Mekanisme 
pengaduan responsif 
gender

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya. Dapat diakses oleh 
perempuan

Tidak Tidak Tidak

1 Pedoman safeguard yang ditinjau tidak hanya untuk REDD+ tapi juga institusi yang mendanai kegiatan REDD+ dalam portofolio mereka;  
2 Standar tidak terbatas hanya untuk REDD+

Boks 1. Apa isi tabel?
Tabel ini mencantumkan pedoman safeguard dari 
institusi multilateral yang mendanai REDD+ serta 
standar sukarela yang ditetapkan untuk REDD+. 
Berdasarkan tinjauan dokumen yang diterbitkan 
oleh masing-masing standar atau institusi, kami 
menyajikan analisis terhadap sebelas pedoman/
standar tersebut.
Baris pertama tabel (a) memuat peringkat 
yang kami tetapkan untuk setiap pedoman/
standar mengenai pengenalan mereka terhadap 
ketidaksetaraan gender/eksklusi perempuan pada 
selebaran pertama serial ini. Tabel selanjutnya 
menunjukkan sejauh mana isu tersebut ditangani 
dalam lima tema berikut: (b) asesmen/baseline; (c) 
konsultasi/komunikasi; (d) pembagian manfaat; (e) 
hak atas tanah dan sumber daya; dan (f) mekanisme 
pengaduan. Pedoman/standar safeguard dinilai 
yang sepenuhnya selaras dengan kriteria (‘ya’), 
selaras secara terbatas (‘parsial’ – bagi pedoman/
standar yang hanya memenuhi sebagian aspek 
kriteria), atau tidak selaras (‘tidak’).

Pendahuluan
Standar dan pedoman safeguard dapat memainkan peran 
penting dalam mewujudkan tujuan sosial dan lingkungan 
untuk merespon kepentingan negara dan perusahaan 
terkait ‘Solusi berbasis Alam’ ketika menghadapi krisis iklim. 
Seperti yang dipaparkan lebih luas dalam selebaran pertama 
serial ini, perhatian pada hak dan keadilan dalam Konvensi 
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk 
reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) 
sangat berhubungan dengan akses Masyarakat Adat dan 
masyarakat lokal (IP dan LC) atas lahan dan sumber daya, 
menghormati akses mereka terkait informasi tentang aksi 
iklim dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait, 
serta distribusi yang adil atas manfaat finansial dan lainnya 
yang diperoleh dari inisiatif ini (Barbier dan Tesfaw 2012; 
Atmadja dkk. 2016; Aguilar-Støen 2017; Duchelle dkk. 2018). 

Ketika perhatian terhadap pengalaman IP dan LC merupakan 
kunci dalam setiap intervensi hutan di Bumi Selatan, 
kegagalan mempertimbangkan perbedaan internal dalam 
kelompok ini berkemungkinan mereproduksi ketimpangan 

struktural di dalamnya (Bee dan Basnett 2017). Salah satu 
perbedaan terpenting di dalam masyarakat yang bergantung 
pada hutan adalah terkait dengan ketidaksetaraan yang 
membangun struktur relasi gender (Meizen-Dick dkk. 1997; 
Rocheleau dan Edmunds 1997). Perempuan juga bukan 
kelompok homogen, karena gender bersinggungan dengan 
identitas marjinal lain (misalnya: masyarakat adat, kasta) 
ketika menciptakan pengalaman eksklusi dan diskriminasi 
yang beragam. Hasilnya adalah perlunya memahami 
kerentanan, kapasitas, pengetahuan, dan kelembagaan 
perempuan IP dan LC sebagai kelompok pluralistik.

Kegagalan mengatasi eksklusivitas dan pelanggaran hak 
cenderung memperkuat atau malah memperburuk keadaan; 
bahkan meski inisiatif berbasis hutan telah berupaya 
mendorong inklusivitas, namun yang kerap dilakukan 
sekedar mengatasi gejala semata dan bukan pada penyebab 
struktural dari ketidakadilan yang terjadi (Larson dkk. 2021). 
Kekhawatiran ini harus dipahami dalam konteks lebih 
luas, mengingat baik laki-laki maupun  perempuan dari 
IP dan LC secara historis sama-sama mengalami eksklusi 
dan ketidakadilan secara berbeda sebagai bagian dari 

proses kolonisasi dan pendudukan – dan saat ini lebih kerap 
terjadi dalam inisiatif konservasi, pembangunan, dan mitigasi 
perubahan iklim di wilayah mereka (Chomba dkk. 2016; Espinosa 
dan Feather 2018; Human Rights Council 2018) – begitu juga 
oleh norma kultural yang membentuk peran dan perilaku 
gender di dalam masyarakat. 

Proliferasi kontemporer standar serta pedoman sukarela investasi 
iklim dan sosial safeguard yang terkait berkemungkinan menjadi 
jalan potensial untuk mengatasi kekhawatiran inklusivitas dan 
keadilan secara transformasional (lihat Atmadja dkk. 2021 pada 
perubahan transformasional). Ini adalah selebaran global kedua 
dalam serial yang mengeksplorasi serangkaian karakteristik 
(lihat Boks 1 di bawah) terkait dengan hak IP dan LC dalam 
sebelas standar safeguard sukarela REDD+ dan pedoman 
safeguard institusi pendanaan multilateral. Tujuan kami adalah 
menghasilkan pembelajaran untuk mendukung penerapan 
standar tersebut dalam konteks nasional dan subnasional 
yang berbeda, yang memungkinkan proponen standar 
membandingkan ketentuan safeguard mereka dengan yang lain, 
dan agar pelaksana REDD+ mempertimbangkan implikasi dan 
manfaat ketika mendukung hak IP dan LC. 
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Sekilas tentang Kerangka Pengaman (Safeguard): Apakah Standar Sukarela 
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Selebaran pertama dari serial ini menyajikan ’sekilas’ analisis 
komparatif terhadap standar dan pedoman yang ada 
(Sarmiento Barletti dkk. 2021). Selebaran ini membahas 
standar dan pedoman yang sama, berfokus pada sejauh 
mana standar dan pedoman tersebut mendukung kesetaraan 
gender dan inklusivitas kaum perempuan IP dan LC dalam 
konteks REDD+. 

Latar Belakang: Kesenjangan 
Gender dan Marginalisasi 
Perempuan dalam Konteks 
REDD+
Marginalisasi kaum perempuan IP dan LC merupakan 
hambatan besar keberhasilan aksi iklim berbasis hutan, 
karena kesetaraan gender sangat penting dalam pengelolaan 
hutan yang lebih berkelanjutan serta reduksi emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan. Dalam kebijakan perubahan 
iklim global, semakin tinggi perhatian terhadap hubungan 
antara kesetaraan gender dan efektivitas aksi iklim berbasis 
hutan (Monterroso dkk. 2021), serta tujuan lebih luas untuk 
mengakhiri kemiskinan ekstrem dengan mentransformasi 
relasi gender yang membatasi peluang, sumber daya, dan 
pilihan (Bank Dunia 2015). Contohnya, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan PBB nomor 5 yaitu kesetaraan gender, 
mencakup kebutuhan untuk memperkuat kepemilikan dan 
hak perempuan atas lahan. UNFCCC mengakui kerentanan 
unik perempuan terhadap perubahan iklim dan menyerukan 
kebijakan iklim responsif gender di berbagai level (UNFCCC 
2016, 2017, 2019). Oleh karena itu, perempuan harus 
dilibatkan dan diakui dalam pengambilan keputusan saat 
perancangan dan implementasi kebijakan dan program 
iklim agar efektif dan inklusif. Hal ini dapat dibangun dari, 
dan dengan memperkuat aksi dan kelembagaan kaum 
perempuan IP dan LC secara lintas level dan skala.

Perhatian internasional ini belum tercermin dalam 
implementasi REDD+ di lapangan. Contohnya, proyek 
pengelolaan hutan masyarakat atau bersama (termasuk proyek 
REDD+) biasanya mengecualikan perempuan dan gagal 
mengenali ketidaksetaraan dan peran gender; dan ketika 
pertimbangan spesifik gender terlaksana, fokusnya tersita 
pada kerentanan perempuan, tanpa membahas perbedaan 
pengalaman kaum perempuan pada IP dan LC (Löw 2020). 
Sebaliknya, pengembangan dan implementasi aksi mitigasi 
iklim dan pembangunan rendah emisi harus terlebih dahulu 
memastikan pengakuan terhadap kaum perempuan IP dan LC 
beserta pengalaman mereka, selain juga bahwa peran mereka 
harus lebih dari sekadar “penambahan dan meramaikan 
REDD+” (Bee dan Basnett 2017). 

Inklusi yang berarti lewat pendekatan transformatif 
gender dapat memperkuat atau menciptakan sistem yang 
mendukung kesetaraan gender, dengan cara mengenali 
dan menangani akar marginalisasi formal dan informal dari 
akses terhadap lahan dan sumber daya, begitu juga dalam 
ruang pengambilan keputusan terkait dan dalam pembagian 

manfaat (Pham dkk. 2016; RRI 2017; Joshi dkk. 2021). 
Proponen proyek akan melampaui pendekatan ‘buta 
gender’ yang mengkonseptualisasikan ‘komunitas’ 
atau ‘rumah tangga’ sebagai unit kohesif homogen, 
dan akan terus melampaui aktivitas ‘eksploitasi gender’ 
yang kemudian memperkuat atau memanfaatkan 
norma gender yang menyebabkan ketidaksetaraan 
dengan cara menginstrumentasikan peran tradisional 
perempuan untuk mencapai tujuan proyek (Arwida 
dkk. 2016). Pendekatan ini harus dibangun berdasarkan 
pengakuan atas perbedaan pengetahuan, kegunaan, 
pengalaman, dan nilai yang dimiliki laki-laki dan 
perempuan terkait dengan sumber daya hutan (Mai dkk. 
2011). Contohnya, studi di enam negara menemukan 
bahwa perempuan dan laki-laki di sebuah desa dengan 
inisiatif REDD+ memiliki perspektif berbeda tentang 
kesejahteraan. Kaum lelaki memiliki akses lebih besar 
terhadap pengambilan keputusan dan informasi 
distribusi manfaat (Larson dkk. 2018). Ini terjadi tidak 
hanya karena perempuan memiliki pengetahuan 
berbeda, namun mereka juga diremehkan seperti 
halnya dengan kegiatan hutan yang mereka lakukan. 
Hal ini kemudian dapat memperkuat kendali laki-laki 
atas tata kelola hutan (Stiem dan Krause 2016). Berbeda 
ketika perempuan tidak sekedar hadir, namun juga 
diakui dan diikutsertakan, terbukti bahwa hasilnya tidak 
hanya lebih berkesetaraan tapi juga lebih berkelanjutan 
(Arora-Jonsson dkk. 2019).

Secara umum, rancangan dan implementasi insiatif 
REDD+ berkemungkinan mengulang kesalahan 
konservasi sebelumnya dan aksi pembangunan yang 
gagal membangun daya tanggap terhadap hak 
perempuan dan kesetaraan gender (Larson dkk. 2018; 
Pham dkk. 2021). Inisiatif buta gender berkemungkinan 
semakin memarginalisasi perempuan dalam partisipasi 
dan perolehan manfaat dari aksi berbasis hutan, 
memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan 
gender, dan merendahkan nilai pekerjaan dan 
pengetahuan perempuan (Westholm dan Arora-
Jonsson 2015; Bee dan Basnett 2017; Howson 2017; 
Ickowitz dkk. 2017). Dalam konteks REDD+, standar 
safeguard sukarela dapat menjadi jalan untuk memandu 
proyek menuju pendekatan yang lebih transformatif 
gender. Kami mengeksplorasi potensi tersebut di 
bawah ini.

Temuan Awal: Perhatian 
terhadap Ketidaksetaraan 
Gender dan Inklusi Perempuan 
dalam Standar Sukarela dan 
Pedoman Multilateral REDD+

Berikut ini, kami menyajikan analisis awal terhadap 
dokumen resmi yang tersedia untuk setiap standar atau 
pedoman (lihat referensi di akhir selebaran ini). 

Sebagian besar standar/pedoman (10/11) dianalisis dalam 
tabel di atas secara eksplisit dengan mempertimbangkan 
isu gender; bertumbuhnya kesadaran gender ini patut 
dihargai. Secara bersamaan, mereka menunjukkan lingkup 
luas ragam persyaratan integrasi pertimbangan gender. 
Hal ini mencakup pengumpulan data gender terpilah 
(khususnya mengenai hak tenurial/sumber daya) sebagai 
bagian dari baseline proyek, inklusi perempuan dalam 
ruang partisipatif dan penyelenggaraan konsultasi sensitif 
gender, rancangan mekanisme pembagian manfaat 
yang adil, memastikan jaminan tenurial bagi laki-laki dan 
perempuan, serta implementasi mekanisme pengaduan 
responsif gender dan dapat diakses perempuan. 

Memilah data berdasarkan gender atau syarat 
pertimbangan khusus mengenai potensi dampak 
terhadap perempuan dalam data dasar sosial suatu 
proyek adalah hal yang biasa (7/11). Meskipun demikian, 
sebagian besar standar tidak menetapkan pedoman atau 
persyaratan tentang cara menggunakan data ini. Hanya 
satu diantaranya yang secara spesifik mensyaratkan 
rencana untuk mengatasi berbagai dampak yang 
teridentifikasi di dalam baseline. 

Aksi lebih konkret terkait gender dipersyaratkan oleh 
sebagian besar standar, (10/11) yaitu dengan memastikan 
bahwa konsultasi proyek dilakukan dengan cara ‘inklusif 
gender’ atau ‘sensitif gender’, atau setidaknya dengan 
partisipasi perempuan. Dalam standar yang dikaji, inklusif 
atau sensitif gender biasanya merujuk pada upaya 
mengatasi hambatan partisipasi yang berdampak pada 
perempuan dan memastikan mereka memiliki suara dalam 
pengambilan keputusan. Meskipun demikian, di dalam 
standar tersebut tidak ada pedoman spesifik mengenai 
cara melakukannya, atau indikator khusus untuk mengukur 
kapan hal ini dapat tercapai. Sebagian besar standar 
mensyaratkan hal ini untuk semua konsultasi yan dilakukan, 
dan salah satunya khusus mengenai pembagian manfaat. 

Standar pada umumnya (7/11) berisi persyaratan 
kesetaraan gender dalam distribusi manfaat keuangan 
dan nonkeuangan yang diperoleh dari REDD+. 
Terdapat minoritas yang (2/11) tidak secara spesifik 
menyebutkan perempuan atau ketidaksetaraan 
gender, namun mensyaratkan pembagian manfaat 
yang adil terhadap kelompok marginal. Beberapa 
standar (5/11) mensyaratkan inisiatif tersebut untuk 
mengakui dan mengatasi kerentanan gender dalam 
rangka memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan 
dalam perjanjian pembagian manfaat. Standar lainnya 
(2/11) hanya mensyaratkan perempuan berpartisipasi 
dalam perancangan mekanisme pembagian manfaat. 
Meskipun terdapat perhatian yang nyata terhadap gender 
dalam pembagian manfaat, hanya satu standar yang 
mempertimbangkan bahwa mekanisme pembagian 
manfaat harus mengatasi ketidaksetaraan gender di 
luar proyek itu sendiri, sehingga perjanjian pembagian 
manfaat harus mempersempit kesenjangan gender 
yang ada. 

Sebagian besar standar juga memiliki kriteria terkait 
gender mengenai hak atas tanah dan sumber daya 
(8/11). Hal ini dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis 
kriteria: data, konsultasi, serta jaminan tenurial, 
dan sumber daya. Kriteria pertama mengacu 
pada persyaratan untuk memiliki data spesifik 
tentang tenurial dan sumber daya perempuan 
serta pertimbangan peran spesifik mereka dalam 
pengelolaan lahan dan/atau sumber daya (5/11). 
Kriteria kedua, mengacu pada konsultasi dan partisipasi 
perempuan dalam asesmen lahan dan sumber daya, 
yang hanya disebutkan oleh tiga standar (3/11), dan 
hanya pada kasus ketika hak milik dipengaruhi oleh 
aktivitas proyek. Kriteria ketiga, menjamin hak atas tanah 
dan sumber daya, hanya disebutkan oleh satu standar 
(1/11) yang mensyaratkan penghormatan terhadap 
keseluruhan hak IP dan LC, dengan perhatian khusus 
pada perempuan. 

Terakhir, hanya dua standar (2/11) yang mensyaratkan 
bahwa mekanisme pengaduan harus responsif gender 
atau dapat diakses oleh perempuan. Mengingat potensi 
aksi REDD+ berdampak pada hak IP dan LC, aspek 
ini harus mendapat perhatian lebih. Jika perempuan 
dirugikan atau terkena dampak negatif dari upaya lain, 
harus ada saluran yang layak untuk menyampaikan 
kekhawatiran mereka tanpa dampak negatif, serta jalur 
untuk mendapatkan ganti rugi bila diperlukan. 

Dari Inisiatif Buta Gender ke 
REDD+ Transformatif Gender
Analisis awal kami menunjukkan bahwa meskipun 
terdapat perubahan yang patut diapresiasi dari 
persyaratan buta gender (10/11) dalam safeguard terkait 
standar sukarela dan pedoman institusi keuangan 
multilateral, masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. 
Inisiatif REDD+ akan kehilangan peluang melampaui 
standar minimum yaitu ‘tidak membahayakan’ dengan 
melibatkan perempuan IP dan LC sebagai pemegang 
hak, pembuat perubahan, pemimpin, dan mitra dalam 
upaya mengatasi darurat iklim.  

Pendekatan transformatif gender terhadap REDD+ 
akan menantang struktur dan proses mendasar 
yang mempertahankan ketidaksetaraan, contohnya 
mencari cara mengatasi penyebab mendasar dampak 
pembedaan gender dalam perubahan iklim. Hal ini 
mensyaratkan aksi yang melampaui sensitif gender 
– atau mencapai ‘tidak membahayakan’ – dan justru 
secara aktif dan strategis akan meningkatkan kesetaraan 
gender, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, dan 
kesetaraan akses atas lahan, sumber daya, dan manfaat 
bagi kaum laki-laki dan perempuan (Kabeer 2010; 
Elias dkk. 2021). Standar REDD+ dan pedoman terkait 
perlu dirancang untuk menangani kebutuhan dan 
prioritas seluruh anggota IP dan LC yang berbeda, 
serta berkolaborasi menuju inklusi gender dengan 
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memanfaatkan kekuatan dan suara perempuan. Inisiatif 
REDD+ dan para proponennya dapat mempercepat 
transformasi melalui kolaborasi dan kemitraan dengan 
komunitas dengan memastikan inklusi dan akses yang 
adil terhadap lahan, sumber daya, dan manfaat serta 
mendukung penentuan nasib sendiri. Standar yang ada 
dapat memberi pedoman implementasi dan indikator 
spesifik untuk memantau kemajuan menuju REDD+ yang 
transformatif gender.

Kami akan terus memperbarui analisis kami sebagai 
bagian dari keterlibatan GCS REDD+ dengan safeguard 
REDD+, menyajikan rekomendasi berbasis bukti untuk 
REDD+ yang responsif hak yang memberi manfaat 
bagi hutan beserta kaum laki-laki maupun perempuan 
yang menjaganya. 
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